
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

   NOMOR  9  TAHUN 2007 

   TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGARAHAN/VILLA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang : a. bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 

maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 

Utara Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat 

Penginapan/ Pasanggarahan/ Villa, perlu dilakukan penyesuaian 

kembali ; 

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

huruf a di atas, maka perlu menata kembali Retribusi Tempat 

Penginapan/ Pasanggarahan/ Villa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Tempat Penginapan/ 

Pasanggarahan/ Villa. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ; 

 

3. Undang-undang ........ 
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4548); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 

9. Peraturan ........... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 

tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah 

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 

tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 

4 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E 

Nomor 2). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI SUMATERA UTARA 

dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ 

PASANGGARAHAN/ VILLA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Pemerintah .... 
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD  

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

9. Retribusi Tempat Penginapan/ Pasanggarahan/ Villa yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan 

penyediaan tempat penginapan/ pasanggarahan/ villa yang dimiliki 

Pemerintah Daerah. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan 

fasilitas tempat penginapan/ pasanggarahan/ villa yang dikelola 

Pemerintah Daerah. 

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi 

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 

menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi 

Daerah. 

13. Surat .......... 
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13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah 

retribusi yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang 

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 

retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data  dan/atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah 

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang retribusi. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang 

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 

bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN  SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

 

 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pasanggarahan/Villa 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat 

Penginapan/ Pasanggarahan/ Villa. 

 

 

Pasal 3 ... 
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